SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

FERATURAN BUPATI PURWOREJQ
NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUFATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi,
kohisi, dan nepotisme di Daersh adalah adanya
benturan kepentingan vang dilakukan oleh
penyelenggara pemerintah dacrah;

b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola
pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan
transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas
dari benturan kepentingarn,;

¢. bahwa dalamm rangke memberikan acuan bagi

penyelenggars pemerintah daerah dalam

i, mencegah dan mengatasi benturan

kepentingan, perlu disusun dan diatur pedoman

penanganan benturan kepentingan yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagrmana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢ , perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan di linglungan
Pemerintah Kabupaten Purworejo,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1930 tentang

Pembentukan Dacrah-daerahh Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinai Jawa Tengah; y



Menetapkan :

3. Undang Undang Nomor 31 Tehun 1999 tentang

Pemberantagan Tindak Pidana Xorupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874}, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 31 Tahun
1999 tenteng Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi ({Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 WNormor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 4150);

. Undang Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Dacrah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambshan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3597)

telah diubah beberapa kali, terakhir
denga.n Undang-Undang Nomaor %@ Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun
2012 tentang Pedoman Umum Penanganan
Benturan Kepentingan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Dl
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURWOREJOD.

BAB !

KETENTUAN UMUM

Pasgal 1

Dalam Peraturan Bupati irti yang dimaksud dengan:

Dacrah adalah Kabupaten Purworejo

Pemerintah Dacrall adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelasksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah otonom,

Bupeati adalah Bupati Purwerejo.

1.
2.

Perangkat

Daerah, vyang sclanjuinya disebut BSKPD  adaiah

Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. (‘
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5. Inspcktorat adaleh Inapektorat Kabupaten Purworejo.

6. Badan Usaha Milik Daerah, yang aelanjutnya singkat BUMD,
adalah Badan Usahs Milik Daerah yvang didirikban oleh Pemerintah
Daerah.

7. Unit Kerja adalah unit kerja pada Perangkat Daerah.

B. Benturan Kepentingan adaleh situasi dimsna setiap Penyelenggara
Pemerintah  Daerah memiliki  atau  patat  diduga memilild
kepentingan pribadi terhadap setiap penggunasn wewenang,
schingge dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/ ateu
tindakannya.

9. Penyelengmmra Pemerintah Daerah, yang selanjutnya discbut
Penyclengeara Dacrah, adalah Bupati, Wakil Bupati Purworcjo,
Pimpinan BUMD, Pejabat dan Pegawni

10. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduld
jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah atau Pejabat
struktural BUMD.

11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daersh, Calon Pegawai Negeri
Sipil Dasrah, Pegawai BUMD dan pegawai yang bekerja untuk dan
atas nama Pemerintab Daerah.

12. Atasan Langsung adalah pejabet yang karena kedudukannye atau
jebatannya membawahi langsung seorang pegawai atau beberapa

pegawai.

13. Gratifikasi adalah pemberian dalam art luas, yakni berupa uang,
barang, rabat (discounf), komisi, pinjamen tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisatn, pengobatan
cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam
negeri maupun di luar negeri, yang dilskukan dengan
menggunakan sarana elektronik atau bukan sarans elektronik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan scbagai kerangka acuan bagi
SKPD/Unit Kerja/BUMD untuk memahami, mencegah, dan mengatasi
Benturan Kepentingan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupat ini adalah:

a. uniuk menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami,
mencegah, dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara
transparan dan efisien tanpa mengurang: kinerja Pejabat atau
Pegawai yang bersangkutan;

b. untuk mencegah terjadinya pengabaian pelayensn publik den

kerugian negpara;

untuk menegakkan integritas; dan

untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. f‘
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Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Pernturan Bupati ini meliputi:

poTp

sumber dan jeniz Benhuran Kepentingan;

penanganan Benturan Kepentingun;
monitoring dan evaluasgi; dan
pengendalian dan pengawesan.

BAB Il

SUMBER DAN JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu
Sumber Benturan Kepentingan

Pasal 5

Sumber penyebab Benturan Kepentingan meliputi:

al

penyalahgunaan wewenang, yaitu Penyelenggara Daerah membuet
keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau
melampaui batas-hates pemberian weweneng yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan;

perangkapan jabatan, yaitu seorang Penyelenggara Daerah
menduduki dua aten lebih jabatan publik schingpn tdak bisa
menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan
akuntabel;

hubungan afiliasi (pribadi, gelongan), yaitu hubungan yang dimiliki
oleh seorang Penyelenggera Daerah dengan pihak tertentu baik
karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun
hubungan pertemanan yang dapat mempetigaruhi keputusannys;
Gratifileasi;

kelernahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala
dacrah yeng dischebken karena struktur dan budaya organisasi
yang ada; dan

mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dalam pelaksansan
pekerjaan.

Bagian Kedua
Jenis Benturan Kepentingan

Pasal &

Jenis Benturan Kepentingan :
a. kechijakan yang berpihak aldbat pengaruh/hubungan dekat/

ketergantungan;/ pemberian Gratifikasi;

b, pemberian izin yang diskriminatif; w
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A

T oo

M el ub

(1

(2)

(1)

pengangkatan  pegawai  berdasarkan hubungan dekat/balas
jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejebat pemerintah;

pemilihan parner/reksnan kerja berdasarkan keputusan yang
tidak professional;

melakukan komersialisasi pelayanan puhblik;

penggunaan aset dan informasi rahasaia untuk kepentingan pribadi;
menjadi bagian dari pihak yeng diawasi;

melakukan pengawasan tidak sesual dengan norma, standar dan
prosadur;

reenjadi bawahan pihak yang dinilai;

melakukan pengawasan atas pengatruh pihak lain;

melakukan penilaian atas pengamh pihak lain;
melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;

. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu

yang dinilai; dan
penyelidikan dan penyidikan yvang dapai merugikan pihak terksait
karena pengaruh pihek lain.

BAB 11
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu
Prinsip Dasar

Pasal 7

Penanganan Benturan Kepentingan pada dasamya dilakukan

Penangenan Benturan Kepentingan scbagaimana dimsksud peds

ayat (1) berprinaip pada:

a. mengutemakan kepentingan publik;

b. menciptakan keterbukaan penanganan dan peRgAWERSBAI
Benturan Kepentingan;

¢. mendorong tanggungjawab pribaci dan aikap keteladanan;

d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tdak
toleran terhadap Benturan Kepentingan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan

Pasal 8

Setiap Pejabat/Pegawai yang mengalami suatu keiadian/keadsaan
Benttwran Kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan
teraebut kepada Atasen Langsung, ?"



(2) Apabila Atasan Langsung scbagaimana dimsksud pada ayat (1)
terlibat  dalam terjadinya Benturan Kepentingan, maka
Pejabat/Pegawai melaporkan kepada Pimpinan SKPD/Unit
Kega/BUMD,

(3] Setiap Pejabat/Pegawai yang mengetahui adanya Benturan
Kepentingan di lingkungan SKPDfUnit Kerja/BUMD, haraa
melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada Pimpinan
SKPD /Unit Kerja/ BUMD,

(4) Apabila Pimpinan SKPD/Unit Kerja/BUMD sebagaimana dimaksud
pada ayat {2} den eyat (3) terlibat delam terjadimya Benturan
Kepentingan, maks Pejabat/Pegawai melaporkan kepada Bupati
dengan tembusan kepada Inspektorat.

I5) Masyarakat yang rmengetahui/mengalami tetjadinye Benturan
Kepentingan depat melaporkan atau memberikan keterangan
adanya dugaan Benturan Kcpentingan melahn sarsna pengaduan
masyarakat yang ada di Inspektorat.

Pasal 9

{1] Laporan atan keterangan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan
sebagaimana dimeksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat {3} dan ayat (J)
disampaikan dengan melampirkan bukti-bulkti terkait.

(2) Atasan Langsung/Pimpinan SKPD/Unit Kerja/BUMD yang
menerima japoran kejedian/keadasn Benturan Kepentingan
schagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa kebenaran laporan
paling lambat 3 (tiga} hari kerja sejak laporan dugean terjadinys
praktik Benturan Kepentingan diterima.

{3] Hasil pemeriksaaan yang dilakukan oleh Atasan
Langsung/Pimpinan SKPD/Unit Kerga /BUMD sebagaimana
dimmaksud pada ayat (2] dituangkan dalam berita acara pemerikanan
dan disampaikan kepada Bupat dengan tembaisan kepada
Inspcktorat.

{4} Apabila hasil dari perneriksann sebagaimana dimaksud pada ayat
{3} laporan dinvatakan tidak benar, maka keputusan dan/atau
tindakan Penyelenggara Deerah yang dilaporkan tetap berlaku.

(5) Apabila hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
{3, laporan dinyatakan benar, make dalem jangkas walkiu paling
lambat 2 (due] hari kerja, keputusan dan/ atau tindakan yang
mengandung Benturan Kepentingan harus ditinjau kemnbali. 0*



(1)

Bagian Ketiga
Identifikasi Bentiaran Kepentingan

Pasal 10

Setiap SKPD/Unit kerja/BUMD mengidentifikasi Benturan
Kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

(2} Identifikasi Benturnn Kepentingan sebsgaimena dimaksud pada

{1}

{2}

(1)

(2)

ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan SKPD/Umnit
Kerja/BUMD.

BAB TV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 11

Setiap Pimpinan SKPD/Unit Kega /BUMD meiakukan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan identiikasi dan penanganan Benturan
Kepentingan secara berkala dan dilaporkan kepada Bupat dengan
tembusan kepada Inspekitorat,

Dalam hal berdesarkan hasil monitoring dan evaluasi sebhagaimans
dimaksud pada ayat [1), diketahui terdapat perubahan terhadap
hasil identifiknsi Berturan Kepentingan, maka Pimpinan
SKPD/Unit Kerja/BUMD meninjau kembali Keputusan tentang
Identifikasi Benturan Kepentingan sebageimana dimaksud
dalamPasal 10 ayat (2).

BAB YV
PENGENDALIAN DAN FENGAWASAN
Pasal 12
Pengendalian penanganan Benturan Kepentingan di  setiap
SKPD/Unit Kerja /BUMD menjadi tanggung jawab selurah Pejabat,
Atasan Lanpgung dan Pegawai di lingkungan SKPD/Unit
Kerja/BUMD yang berspngicutan.

Pengawasan penanganan Benturan Kepentingan dilakukan oleh
Inspektorat. é



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan
Peraturan Bupat ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah

Kabupaten Purworgjo.
Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 2 November 2016
BUPATI PURWOREJQ,
Ted.
AGUS BASTIAN
Diundangkan di Purworejo

pada tanggal 2 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWORE I,

Ttd.
TRI HARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 50 SERI E NOMOR 43
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NG Qf’}/{ambina Tingkat I
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